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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai
dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama
Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan
dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut
digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke
dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa
Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No. Huruf Nama Huruf Keterangan
Arab Latin Latin

1. | Alif - Tidak dilambangkan
2. o ba’ B -

3. B, ta’ T -

4, & sa' S s dengan titik di atas
3. z Jim J -

6. c Ha h ha dengan titik di
7. : kha Kh -

8. 5 Dal D -




0. R Zal Z zet dengan titik di
10. g ra’ R -

11. 3 Zai Z -

12. o Sin S -

13. o Syin Sy -

14. oo Sad S es dengan titik di
15. o Dad D de dengan titik di
16. b ta’ T te dengan titik di
17. L za’ Z zet dengan titik di
18. ¢ ‘ain N koma terbalik di atas
19. ¢ Gain G -

20. b fa’ F -

21. 3 Qaf Q -

22. 4 Kaf K -

23. J Lam L -

24. . Mim M -

25. O Nun N -

26. 4 Waw W -

27. 2 ha’ H -

28. . Hamzah ’ Apostrop

29. % ya’ Y -

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

44 1 ditulis Ahmadiyyah
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C.

D.

Ta’ Marbutah
1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat,

fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : i\ 5\S5 : Zakat al-Fitri atau Zakah al-Fitri

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh : =l @ Talhah

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “a/” dan bacaan kedua

kata itu terpisah maka fa’ marbut}ah itu ditransliterasikan dengan
GEh”

Contoh: &4l 54, : Raudah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

iele : ditulis Jama ‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

& ien  : ditulis Ni ‘matullah
e\ 8\Sy : ditulis Zakatulfitri

Vokal
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:
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No. | Tanda Nama Huruf | Nama
Vokal Latin

l. | —-- — Fathah A a

R — S Kasrah I 1

3. | - S dammah U u
Contoh:
S - Kataba cad - Yazhabu
Lo - Su’ila ;S 3— Zukira

2. Vokal Rangkap/Diftong
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut

No| Tanda Nama Huruf | Nama
Vokal Latin
l. & Fathah dan ya’ ai adani
2. 5 Fathah dan au adanu
Waw
Contoh:
s : Kaifa
Js> : Haula

E. Vokal Panjang (Maddah)
Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat

dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:
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No.|Tanda Nama |Latin Nama
1 e Fathah dan alif a a bergaris atas
2. & Fathah dan alif
Layyinah
3. & kasrah dan ya’ ] 1 bergaris atas
4.1 ¢ dammah dan waw | U u bergaris atas
Contoh:
09 : Tuhibbina
oLyl > al-Insan
e : Rama
e : Qila
F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan
dengan Apostrof
vxiﬁ : ditulis a’antum
Eige : ditulis mu’annas

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (J!) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang

berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka

dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

2
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.
4

. Billah ‘azza wa jalla




5. lJika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

ola) ¢ ditulis al-Qur’an

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf
Syamsiyah yang mengikutinya

axdl o ditulis as-Sayyi ‘ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf

yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.
Contoh:

dz : Muhammad
s @ Al-Wudd

I. Kata Sandang “J )«
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf

syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1 ™.

Contoh :
ovd) ¢ al-Qur’an

) : as-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan
bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal
kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:



JA eV al-Imam al-Ghazali
@W &) o as-sab’u al-Matsani

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain
sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf
kapital tidak digunakan.

Contoh:

4 oo 2 2 Nasrun minallahi
wa & : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah
Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas () atau
apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah
terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan
harakatnya saja.

Contoh:
oW edde e\l 2 Thya” ‘Ulum al-Din

L. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan
huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf
Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini
penulisan  kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh :

OB w5 & Oy @ wa innallaha lahuwa khair al-Razigin
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M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Yl o - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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MOTTO

ey ¥ i SIS Y
“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya”
(Q.S Al-Bagarah : 286)

“Jangan terlalu lama terperangkap dalam masa lalu yang pahit, karena itu
akan menghalangimu meraih masa depan yang lebih baik.”
( Imam Syafi’1)

"Allah itu selalu ada di sampingmu, bahkan ketika kamu tidak bisa melihat-

Nya," atau "Jangan takut, Allah selalu ada untukmu di setiap langkahmu."

“Kuat seperti bapak, sabar seperti ibu kedua mengajarkan arti hidup

sebenarnya.”

‘

A st Ll ety Tl s LT AW Lesl

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya.

Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok.”
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ABSTRAK

Mujadid (1121069), 2025, Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten
Pekalongan tentang Wasiat Wajibah
Dosen Pembimbing : Muhammad Yusron, M.H.

Dalam KHI sudah diatur secara jelas bahwa antara anak angkat dan
orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam Pasal 209 ayat (1)
dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan
Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua
angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
dari harta warisan orang tua angkatnya. Sudah jelas bahwa orang selain ahli
waris yang masih ada hubungan kekerabatan dengan pewaris seperti anak
angkat maupun orang tua angkat semestinya mendapatkan hak wasiat wajibah,
namun pada kenyataannya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat masih
ditemukan adanya ketimpangan-ketimpangan hukum terkait pemberian wasiat
wajibah seperti; anak angkat yang tidak mendapatkan harta peninggalan
dikarenakan masih ada anak pewaris atau. Fenomena-fenomena tersebut
masih sering terjadi di sekitar kita. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman lebih dalam tentang kesadaran hukum dalam
pembagian harta peninggalan pewaris terkhusus terkait dengan wasiat wajibah,
serta mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada demi terpenuhinya hak-
hak atau kepentingan masyarakat di depan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang
bertujuan untuk memahami kesadaran hukum pada masyarakat, Khususnya
untuk informan wasiat wajibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif, yang berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam
melalui perspektif individu yang terlibat. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data
dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan
tingkat kesadaran hukum informan terkait praktik dalam pemberian wasiat
wajibah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum
informan wasiat wajibah di Kabupaten Pekalongan terkait pemberian wasiat
wajibah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya
kesadaran hukum ini meliputi lingkungan sosial, budaya dan keagamaan,
tingkat Pendidikan dan kondisi ekonomi. Apa yang telah ditemukan penulis
menunjukan bahwa pemberian wasiat wajibah yang dilakukan masyarakat
Kabupaten Pekalongan masih banyak menggunakan hukum adat ataupun
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hukum agama yang berkembang berdasarkan daerah masing-masing, praktik-
praktik terebut belum sejalan dengan hukum yang berlaku menurut hukum
negara maupun hukum agama.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Praktik, Pemberian wasiat wajibah.
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ABSTRAK

Mujadid (1121069), 2025, Legal Awareness of the People of Pekalongan
Regency Regarding Mandatory Wills.
Supervisor: Muhammad Yusron, M.H.

In the KHI, it is clearly stipulated that a mutual testamentary
relationship is established between the adopted child and the parental. parent.
In Article 209 paragraphs (1) and (2), it states: (1) The inheritance of an
adopted child is divided based on Articles 176 to 193 as mentioned above,
while the adoptive parent who does not receive a mandatory bequest is given
a mandatory bequest of up to 1/3 of the adopted child's inheritance. (2) The
adopted child who does not receive a bequest is given a mandatory bequest of
up to 1/3 of the adoptive parent's inheritance. It is clear that individuals other
than heirs who still have a familial relationship with the testator, such as
adopted children or adoptive parents, should receive the right to a mandatory
bequest. However, in reality, there are often legal disparities in the community
regarding the granting of mandatory bequests, such as adopted children not
receiving inheritance because there are biological children of the testator, or
heirs of different religions not receiving inheritance because they do not share
the same religion as the testator. These phenomena still frequently occur
around us. This research is expected to provide a deeper understanding of
legal awareness in the distribution of inheritance, particularly related to
mandatory wills, and to encourage compliance with existing regulations to
fulfill the rights or interests of the community before the law.

This research uses a sociological legal research method aimed at
understanding legal awareness in society, particularly for mandatory will
informants. This research employs a qualitative approach, which focuses on
an in-depth understanding of social phenomena through the perspective of the
individuals involved. Data collection techniques used interviews, observations,
and documentation. Data analysis was conducted using a qualitative
descriptive approach to illustrate the level of legal awareness of informants
related to the practice of mandatory wills.

The research results show that the level of legal awareness among
informants of mandatory wills in Pekalongan Regency regarding the provision
of mandatory wills is still relatively low. The factors influencing this low legal
awareness include the social, cultural, and religious environment, education
level, and economic conditions. What the author has found indicates that the
practice of obligatory wills carried out by the people of Pekalongan Regency
still largely relies on customary law or religious law that has developed based
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on their respective regions. These practices are not yet in line with the laws
applicable under national law or religious law.

Keywords: Legal Awareness, Practice, Mandatory Will Provision.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam memiliki hubungan kekerabatan yang tidak
sedarah maupun senasab dapat mendapatkan harta peninggalan dengan
bagian tidak melebihi sepertiga, bagian ini tidak diberikan kepada ahli
waris, melainkan pemberian ini diberikan kepada anak angkat, ahli waris
beda agama atau ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena ada
sebab-sebab tertentu yang menjadi penghalangnya, metode ini
dinamakan pemberian wasiat wajibah. Sebagaimana yang dituturkan Al-
jaziri, di kalangan mazhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki mendefenisikan
bahwa wasiat wajibah ini hanya boleh diberikan kepada selain ahli
waris.! Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan
datangnya ajal (kematian) dan pasti juga akan meninggalkan seluruh
harta kekayaannya tanpa terkecuali, segala harta yang ditinggalkan

pewaris dinamakan harta peninggalan atau at-tirkah.

Pada dasarnya, sebuah proses berpindahnya harta warisan dari
seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, baik harta
peninggalan dalam bentuk harta bergerak, maupun tidak bergerak, dan
juga yang berhubungan dengan segala hak yang sesuai dengan syariat
disebut sistem kewarisan. Pembagian warisan menurut hukum Islam

dibagikan berdasarkan bagiannya masing-masing kepada para ahli waris

! M.Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiyat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam,
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 49-51.



yang sudah ditetapkan jumlah besarannya. Adapun sebelum warisan
dibagikan kepada para ahli warisnya ada hal-hal yang menjadi kewajiban
untuk ditunaikan terlebih dahulu terkait harta peninggalan, yaitu: ada
harta peninggalan yang bisa dibagikan, membayar semua biaya
pengurusan jenazah, membayar semua utang pewaris, melaksanakan
wasiat pewaris dan yang terakhir melaksanakan pembagian waris kepada
para ahli waris, semua kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh ahli waris

setelah meninggalnya pewaris.

Harta warisan dalam hukum Islam dapat dibagikan
menggunakan wasiat, wasiat wajibah adalah kata majemuk yang terdiri
dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat berasal dari bahasa
arab dapat berarti membuat wasiat atau berwasiat, dan terkadang
digunakan untuk sesuatu yang diwasiatkan. Adapun kata wajibah berasal
dari kata wajib yang telah mendapat imbuhan ta’nis.> Menurut teori
wasiat wajibah memiliki makna sebuah perbuatan pemerintah dan hakim
selaku penegak hukum negara agar memerintah atau membuat keputusan
terkait wasiat wajibah kepada orang yang meninggal dunia untuk diberi
kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan.’
Pelaksanaan wasiat wajibah tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada
keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat tetap dilaksanakan
dengan diucap atau tidak diucap, diinginkan atau tidak dikehendaki oleh
pewaris. Sehingga pemberian wasiat tidak menggunakan bukti.*

Pemberian wasiat adalah salah satu alternatif yang diperuntukkan kepada

2 Ramlan Yusuf Rangkuti, Fikih Kontemporer Di Indonesia (Studi Tentang Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia), (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), 370.

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 462.

* Yusuf Somawinata, Figih Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163.



orang lain di luar ahli warisnya agar tetap mendapatkan bagian dari harta

warisan.

Pemberian wasiat ini adalah suatu hal yang harus dilaksanakan
karena menjadi kewajiban dari pewaris, dengan jumlah bagian yang
diterima tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan.® Menurut
hukum waris Islam pembagian harta waris hukumnya wajib dilakukan
oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris,® adapun orang yang tidak
masuk kedalam kategori orang yang berhak atau wajib mendapatkan
waris karena tidak ada hubungan senasab maupun sedarah yang menjadi
sebabnya, maka cara lain yang diberikan dalam Islam agar orang lain
tersebut seperti anak angkat dan orang tua angkat tetap mendapatkan
bagian harta warisan melalui wasiat wajibah, seperti halnya yang telah
tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 209 ayat (1)
dan (2), mengatur secara jelas bahwa anak angkat ataupun orang tua
angkat sudah semestinya mendapatkan wasiat wajibah paling banyak
sebesar sepertiga bagian, jadi dengan adanya hukum tertulis semua hak-
hak telah dijaga kepastian hukumnya agar tidak ada lagi orang yang
berusaha untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kepentingannya
orang lain. Namun pada kenyataannya yang terjadi di lingkungan
masyarakat masith banyak orang dengan keegoisan dan atas

kepentingannya sendiri tidak mau memberikan harta peninggalan milik

5 Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia, 462 dan Abdul Manan. Beberapa Masalah
Hukum tentang Wasiat dan Permasalahannya dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama.
Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam Nomor 38 Tahun IX, 1998, 23.

 Erniwati, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan
Komparasinya Di Negara—Negara Muslim, ” Volume 5, No. 1, (MIZANI: Wacana Hukum,
Ekonomi dan Keagamaan, 2018), 68.



pewaris kepada penerima wasiat dengan berbagai alasan-alasannya dan

dengan tujuan untuk menguasai seluruh harta kekayaan pewaris.

Fenomena pemberian wasiat wajibah sering kali disalahgunakan
oleh para ahli waris kepada penerima wasiat, hal ini sering terjadi di
lingkungan kita di antaranya: anak angkat tidak diberi harta peninggalan
dikarenakan masih ada anak keturunan dari pewaris. kemudian ada
seorang ahli waris yang beda agama (bukan Islam) tidak diberi karena
tidak satu agama dengan pewaris, dan anak dari hasil pernikahan yang
tidak sah menurut negara tidak mendapat karena dihalangi oleh ahli
waris dan lain-lain. Kejadian di atas hampir sebagian masyarakat di
Kabupaten Pekalongan mengalami hal serupa, telah kami temukan 3
(tiga) narasumber yang berhubungan dengan masalah-masalah yang

akan penulis angkat dalam penelitian di antaranya:

Pertama, ibu Nunung berasal dari Desa Pekajangan Kec.
Kedungwuni. Ibu Nunung merupakan anak angkat dari pak Romzi,
setelah pewaris yaitu bapak Romzi meninggal seharunya ibu Nunung
mendapatkan bagian wasiat tapi dari saudara bapak Romzi mengambil
semua harta peninggalan nya dan tidak mau memberikan wasiat

wajibahnya kepada ibu Nunung.’

Kedua, ibu Martin berasal dari Desa Purbo Kec.Talun Kab.
Pekalongan, ibu Martin adalah anak perempuan dari pewaris yaitu bapak
Daryono, saat ini agama yang dianut oleh ibu Martin bukan agama Islam
melainkan agama Kristen, sedangkan pewaris beragama Islam. Sudah

seharusnya ibu Martin mendapatkan hak wasiat wajibah yaitu sepertiga

7 Wawancara dengan ibu Nunung sebagai anak angkat berasal dari Desa Pekajangan Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan, 2 September 2024.



bagian, namun menurut kesepakatan keluarga para ahli warisnya ingin

membagikannya dengan cara dibagi sama rata.

Ketiga, bapak Daryono berasal dari Desa Kedungwuni Kec.
Kedungwuni Kab. Pekalongan, bapak Daryono memiliki 5 saudara salah
satunya ada anak angkat yang telah diangkat oleh ibu Tuti almarhumabh.
Dalam pembagian waris dari awalnya dibagikan langsung secara
kekeluargaan bukan secara hukum waris Islam dengan alasan jika
dibagikan secara waris Islam nanti bagian laki-laki malahan lebih banyak

dapat harta peninggalannya dibandingkan ahli waris lainnya.’

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat
khususnya di Kabupaten Pekalongan yang sebagian besar enggan untuk
memberikan hak wasiat wajibah karena ada faktor-faktor tertentu, yang
dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat di daerah
tersebut, padahal telah diatur dengan jelas dalam hukum Islam dan
hukum negara mengenai wasiat wajibah tersebut. Maka di sini penulis
tertarik pada fenomena-fenomena yang telah ditemukan untuk meneliti
lebih lanjut terkait “KESADARAN HUKUM AHLI WARIS
TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH DI KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN”

B. Rumusan Masalah

Mengapa ahli waris tidak memberikan wasiat wajibah ke pada

penerima wasiat wajibah?

8 Wawancara dengan ibu martin ahli waris beda agama, salah satu warga dari Desa
Kedungwuni Timur Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, 5 September 2024.

® Wawancara dengan bapak Daryono sebagai anak angkat, salah satu warga dari Desa
Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, 16 September 2024.



C. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan mengapa ahli waris tidak memberikan wasiat

wajibah ke pada penerima wasiat wajibah.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif
secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat yang

akan didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang
besar melalui ide dan pemikiran yang baru bagi kemajuan
keilmuan dan pemahaman yang luas khususnya dalam ilmu studi
hukum keluarga.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam
praktik di kehidupan sosial bagi masyarakat umum dan khususnya
masyarakat di Kecamatan Kedungwuni, terkait dengan kesadaran
hukum ahli waris terhadap pemberian wasiat wajibah di

Kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Kesadaran Hukum

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengatakan bahwa
kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum, kesadaran
hukum berfokus pada sebuah pengetahuan hukum, dimulai dengan
tumbuhnya ilmu pengetahuan tentang hukum tersebut maka akan

munculah suatu pengakuan atas norma-norma hukum, selanjutnya



akan timbul kepatuhan hukum.'® Sehingga hubungan antara ketaatan
dan kesadaran hukum, keduanya tidak dapat dipisahkan karena
memiliki hubungan yang sangat erat. Maka seseorang akan menaati
peraturan secara suka rela dan memiliki kesadaran sepenuhnya jika ia
menyadari bahwa pentingnya sebuah hukum dalam kehidupan
bernegara.

Ada unsur-unsur yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum
di antaranya sebagai berikut:!!

a. Pengetahuan Hukum, diartikan jika seorang individu atau
kelompok masyarakat sampai dengan mengetahui peraturan-
peraturan yang dibuat kemudian untuk ditaati oleh semua orang,
peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum secara tertulis
dan hukum yang tidak tertulis.

b. Pemahaman Hukum, seseorang tersebut atau suatu masyarakat
memiliki pengetahuan mengenai sebuah hukum dan dibarengi
dengan pemahamannya mengenai aturan-aturan tertentu,
misalnya batas usia yang ditentukan negara tidak boleh di bawah
19 tahun seperti yang telah diatur dalam UU No. 16 tahun 2019
tentang perkawinan.

c. Sikap Hukum, kecenderungan seseorang individu atau
masyarakat untuk memberi pandangan, penilaian, dan

kepercayaan tertentu terhadap hukum.

10 Soejono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Edisi Pertama (Jakarta
: Rajawali, 1982) 182.

11 Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan
Masyarakat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 77.



d. Perilaku Hukum, adalah tindakan seseorang atau kelompok
masyarakat yang di dalamnya mematuhi sebuah peraturan atau
tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Maka dengan adanya keempat unsur di atas dapat kita simpulkan
tentang bagaimana kita mengetahui perilaku seseorang individu atau
masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi ataupun rendah
jika dihadapkan pada sebuah peraturan yang telah berlaku.

Penentuan variabel tingkat kesadaran hukum dinyatakan tinggi
maupun rendah akan diuraikan dengan: Pertama, kategori variabel
pengetahuan informan untuk pertanyaan/pernyataan dapat dinyatakan
tinggi jika skor 3 untuk jawaban benar, skor 2 untuk jawaban salah,
skor 1 untuk tidak tahu, adapun untuk pertanyaan/pernyataan rendah
jika skor 3 jawaban tidak tahu, 2 salah, 1 benar., Kedua, kategori
variabel pemahaman informan untuk pertanyaan/pernyataan dapat
dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk jawaban baik, skor 2 untuk
jawaban cukup, skor 1 untuk kurang, adapun untuk
pertanyaan/pernyataan rendah jika skor 3 jawaban kurang, 2 cukup, 1
baik., Ketiga, kategori variabel sikap informan untuk
pertanyaan/pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk
jawaban setuju, skor 2 untuk jawaban ragu, skor 1 untuk tidak setuju,
adapun untuk pertanyaan/pernyataan rendah jika skor 3 tidak setuju,
2 ragu, 1 setuju.

Keempat, kategori variabel perilaku informan untuk
pertanyaan/pernyataan dapat dinyatakan tinggi jika skor 3 untuk
jawaban sudah, skor 2 untuk jawaban ragu, skor 1 untuk tidak pernah,
adapun untuk pertanyaan/pernyataan rendah jika skor 3 jawaban tidak

pernah, 2 ragu, 1 sudah.



2. Wasiat Wajibah

Hukum asal sebuah wasiat adalah sunnah sebab mengandung
unsur Tabarru’. Akan tetapi, semuanya itu merujuk kembali pada niat
dan keadaan atau suatu hal yang akan diberikan hukum wasiat, maka
hukumnya menjadi bervariasi.'? Di bawah ini ayat tentang wasiat,

surah Al-Baqoroh Ayat 180 :

S0 Eoghuis 5 8 Egad 138057 s 13 K o

FSN

G o s Sl s

Terjemahnya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di
antara kamu kedatangan (tanda-tanda) kematian, jika ia
meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak
dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban
atas orang-orang yang bertakwa.”

Maka dengan adanya ayat tersebut para jumhur ulama

bersepakat bahwa penggalan kata kutiba memiliki unsur kata wayjib.
Akan tetapi arti ayat tersebut tidak dijadikan sebagai dasar hukum
karena ada beberapa garinah yang merubah penafsiran dalam ayat
tersebut, yaitu: pertama: ayat-ayat tentang kewarisan telah
menjelaskan hak pemberian wasiat kepada orang tua dan anggota
kerabatnya agar tetap mendapatkan harta warisan. Kedua; adanya
sejarah Islam yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW. dan para
sahabatnya tidak membagikan wasiat untuk anggota kerabatnya.
Maka berdasarkan garinah di atas para ulama jumhur menetapkan

bahwa hukum wasiat kepada para kerabat yang tidak berhak

12 Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah, Figih Wanita, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar,
1998),
521.
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mendapatkan waris hanyalah sunnah, akan tetapi kewajiban terhadap
harta warisan tetap berlaku atas kewajiban-kewajiban lainnya yang
belum diselesaikan contoh utang yang belum dibayarkan, zakat yang
belum diberikan atau kafarat yang belum dipenuhi.!* Dalam kitab
karangannya Ibnu Hazm yang berjudul al-Muhalla beliau berpendapat
bahwa hukumnya wajib memberi wasiat kepada para kerabat yang
tidak berhak bagian harta warisan, sebab ada ayat waris yang
menejelaskan hak atas harta warisan bagi para ahli waris tanpa
menghapuskan kewajiban berwasiat, bahkan ada ayat wasiat yang
peruntukannya tersebut dikhususkan untuk para ahli warisnya yang
tidak berhak atas harta waris disebabkan oleh faktor penghalang
tertentu.'*

Dengan begitu, berwasiat untuk para kerabat yang tidak
mendapatkan warisan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan.
Dalam hal ini Ibnu Hazm mempertegas lagi bahwa unsur wajib itu
tidak hilang meskipun setelah kepergian seseorang pewaris dan
menjadi kewajiban terhadap para ahli waris untuk menuntaskan
kewajiban tersebut, dengan catatan jumlah harta warisan yang
menjadi bagian hak wasiat tidak menjadi suatu hal dapat
memberatkan para ahli waris untuk memperoleh hak harta
peninggalan, yaitu dengan jumlah yang diterima oleh penerima wasiat

tidak melebihi sepertiga harta warisan.

Sedangkan wasiat wajibah dalam KHI Buku II Pasal 171 huruf

f dijelaskan bahwa wasiat adalah suatu pemberian benda dari pewaris

13 Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Figh Mazhab Cet. 1(Jakarta: INIS, 1998), 191.
14 Ibnu Hazm, Al-Muhalla, (Jilid. IX;, Beriut: Dar Al-Fikr), 314.
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kepada orang lain yang akan diserahkan setelah meninggalnya
pewaris. Wasiat wajibah ada dua syarat yang harus dipenubhi, yaitu; 1)
Yang seharusnya menerima wasiat bukan dari ahli waris. Jika ternyata
memungkinkan dia berhak menerima warisan walaupun tak sebarapa
tidaklah wajib untuknya diberi wasiat. 2) Jika yang meninggal kakek
maupun nenek belum sempat memberikan kepada anak maupun cucu
yang seharusnya wajib diberikan wasiat, maka dapat diwasiatkan
dengan cara yang lain, seperti hibah. Ada juga putusan Mahakamah
Agung yang mengatur wasiat terhadap muslim kerabat non muslim'?

dan anak tiri,'®

pemerintah juga memiliki kewenangan untuk
memberikan hukuman ta’zir bagi laki-laki yang berbuat zina dan
mengakibatkan lahirnya anak maka diwajibkan untuknya: a.
Memenuhi biaya hidup anak tersebut; b. Memberikan harta
peninggalan setelah ia meninggal berupa wasiat wajibah.!” Jadi
dengan adanya hukum tertulis ini tujuannya untuk menjaga hak dan

kepentingan orang yang mendapatkan wasiat wajibah.

F. Penelitian Yang Relevan
Pertama, Skripsi yang dibuat oleh Isria Shofiana (2017) dengan
judul “Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-
Syirazi Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan
Hukum Islam Di Indonesia”. Permasalahan wasiat ini menjadi
perdebatan di antara ulama ketika yang menerima wasiat tak lain adalah
ahli warisnya, karena pada hakikat hukumnya ahli waris tidak memiliki

hak untuk diberi wasiat melainkan mempunyai hak dalam mendapatkan

15 Putusan MA Nomor 368 K/Ag/1995, Putusan MA Nomor 51 K/Ag/1999 dan
16 Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.
17 (MUI) dalam fatwanya Nomor 10 Tahun 2012
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harta waris. Juga ada bunyi hadits yang secara terang-terangan
memberikan maksud tentang boleh dan tidaknya. Imam Ibnu Hazm dan
Imam al-Syirazi adalah dua ulama yang berada dalam satu pikiran dalam
perdebatan masalah ini. Sehingga adanya penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui yang menjadi perbandingan terhadap pendapat Imam Ibnu
Hazm dan Imam al-Syirazi tentang wasiat kepada ahli waris, faktor
penyebab perbedaan pendapat mereka, dan relevansinya pendapat
mereka dengan hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini mempunyai
kesamaan sama-sama meniliti tentang hukum wasiat, namun
pembaharuan yang membedakannya pada subjek dan objek penelitian
adalah pada warga dan kesadaran hukum masyarakat Pekalongan tentang
wasiat wajibah.!®

Kedua, Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Naufal Shidiq,
(2022), dengan judul “Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non
muslim di Pengadilan Agama Surabaya (studi analisis penetapan wasiat
wajibah bagi anak angkat dan non muslim)”. Hakim berijtithad mengenai
wasiat wajibah dilakukan sebab ahli warisnya telah keluar dari agama
Islam (murtad). Tentu wasiat wajibah ini tidak semudah itu hakim
memutuskannya, akan tetapi hakim mempunyai pertimbangan tersendiri
dengan mengamati bukti dan fakta hukum yang dimunculkan untuk
menilai apakah ahli waris yang berbeda agama (non muslim) ini layak
mendapatkan harta warisan pewaris atau tidak.!” Wasiat wajibah bisa

dijadikan solusi terbaik yang paling sesuai bagi anak angkat dan ahli

18 Isria Shofiana, “Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm Dan Imam Al-Syirazi
Tentang Wasiat Kepada Ahli Waris Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia”,
Skripsi Sarjana Syari’ah (Semarang: pepustakaan UIN Walisongo, 2017).

19 Zulfia dan Syahr, “Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda
Agama Dalam Perkembangan Sosial Masyarakat”, Jurnal Holistik. Edisi 2, Vol. 1, (2016):
124.
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waris yang tidak satu agama dengan pewarisnya. Maka dari itu,
dibutuhkan adanya sebuah analisis untuk mengetahui bagaimana praktik
wasiat wajibah untuk anak angkat agar dapat diterapakan pada kasus
yang berbeda, yaitu kasus wasiat wajibah bagi ahli waris yang berbeda
agama. Penelitian ini memilki kesamaan dengan peneltian penulis yaitu
sama-sama saling meniliti tentang sengketa wasiat, namun perbedaannya
yaitu penelitian di atas tentang implementasi wasiat wajibah pada ahli
waris beda agama sedangkan penelitian penulis tentang kesadaran
hukum tentang wasiat wajibah.?°

Ketiga, Jurnal yang dibuat oleh Nada Putri Rohana (2021), dengan
judul “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”.
Perkembangan permasalahan yang muncul terkait dengan siapa yang
menjadi ahli waris dan berapa jumlah harta warisan, apalagi jika salah
satu waris berbeda agama (non muslim). Keadaan perbedaan agama
menjadi penghalang untuk menerima warisan, sering menjadi konflik
diantara para ahli waris dalam gugatan waris di Pengadilan agama.
seiring dengan proses perkembangan kajian wasiat memunculkan
produk baru, hal ini merupakan hasil dari upaya pembaharuan hukum
Islam di Indonesia dengan produk wasiat wajibah. Hal ini untuk
mengetahui bagaimana bentuk dari hasil pembaharuan hukum Islam.
Dalam pembahasan ini akan membahas mengenai bagaimana wasiat
wajibah serta apa masalah isu-isu kontemporer yang muncul di kasus-
kasus hukum di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini

memilki kesamaan dengan peneltian penulis yaitu sama-sama saling

20 Muhammad Naufal Shidig, “Penerapan wasiat wajibah untuk ahli waris non muslim di
Pengadilan Agama Surabaya (studi analisis penetapan wasiat wajibah bagi anak angkat dan
non muslim)”, Skripsi Sarjana Syari’ah (Jakarta: perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah,
2022).
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meniliti tentang sengketa wasiat, namun perbedaannya yaitu penelitian
di atas meneliti tentang masalah kontemper yang muncul terkait wasiat
wajibah , sedangkan penelitian penulis akan meniliti sengketa yang
disebabkan oleh kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan.?!

Keempat, Skripsi yang dibuat oleh Anif Rahmawat dengan judul
(2016), “Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas
Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan
Perlakuan Terhadapnya)”. Dalam fatwa MUI No. 11 tahun 2012 secara
metodologis sudah sesuai dengan cara penemuan hukum Islam dan
cocok diterapkan untuk masyarakat Indonesia. Dalam rangka untuk
melaksanakan tujuan tersebut ada tiga hal harus dilakukan percobaan
dalam mengkaji penelitian ini. Pertama apakah pendapat hukum yang
dijadikan pertimbangan MUI untuk menetapkan ta’zir tersebut. Kedua,
seperti apa metode penemuan hukum Islam yang digunakan MUI dalam
membuat rumusan fatwa tersebut serta seperti apa relevansi fatwa MUI
tersebut dengan perubahan hukum keluarga di Indonesia. Ketiga hal
tersebut akan terjawab jika proses pencarian data pustaka dengan fatwa
MUI No. 11 tahun 2012 sebagai sumber data utama dilengkapi dengan
sumber bahan pendukung lainnya berisi hasil wawancara dan berbagai
sumber lainnya yang terkait. Penelitian tersebut memiliki kesamaan
yaitu sama-sama meneliti konsep wasiat wajibah,namun ada perbedaan
pada penelitian penulis yaitu penelitian tersebut mengkaji tentang

peraturan ta’zir bagi pezina terkait wasiat, sedangkan penulis akan

2! Nada Putri Rohana, “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal
Hukum (Padang: perpustakaan IAIN Padangsidipuan, 2021).
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meniliti tentang kesadaran hukum masyarakat tentang konsep wasiat
wajibah.??

Kelima, Jurnal yang dibuat oleh Andre Gema Ramadhani,
Ngadino, Irawati, (2020), dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah
Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama
Sambas”. Hukum KHI telah menetapkan aturan aturan tentang wasiat
wajibah untuk ahli waris di sini orang tuanya lebih dulu meninggal dari
pada pewaris, yaitu kedudukannya sebagai ahli waris pengganti, dan
kepada anak dan orang tua angkat yang tidak berhak wasiat oleh orang
tua dan anak angkatnya.”> Dalam hal ini, pelaksanaan wasiat wajibah
belum di laksanakan di Pengadilan Agama Sambas di sebabkan oleh
ketidaktahuan atas wasiat wajibah bagi anak angkat** dalam hukum KHI
perlu diadakannya sosialisasi kepada warga di Kecamatan Sambas.
Penilitan tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama konsep wasiat
wajibah,namun ada perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis
akan meniliti tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap konsep
wasiat wajibah.?

Keenam, Jurnal yang dibuat oleh Yefrizawati Yefrizawatildha
Aprilyana Sembiring, (2022). Dengan judul “Penerapan Wasiat Wajibah
dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama (studi di Pengadilan Agama

22 Anif Rahmawat, “Takzir berupa Biaya Hidup dan Wasiat Wajibah (Studi atas Fatwa
MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya)”, Skripsi
Sarjana Syari’ah (Yogyakarta: perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2016).

BY. Somawinata, “Wasiat Wajibah, Konsep dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif
di Indonesia”, Al Qalam, (1), p- 2. (2008), 25
(https://www.neliti.com/id/publications/283012/wasiat-wajibah)

24§, Usman and Winata, Y. S. Figih Mawaris, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 40.

%5 Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut
Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas”, Jurnal Hukum
(Semarang: perpustakaan Universitas Diponegoro, 2020), 39.
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Medan dan Pengadilan Agama Binjai)”. Artikel ini memiliki tujuan
untuk menelaah pertimbangan teruntuk ahli waris beda agama, oleh
Mahkamah Agung RI dalam melakukan penetapan putusan wasiat
wajibah dan prespektif hakim pengadilan agama Kota Medan dan Binjai,
berhubungan dengan ahli waris non muslim yang diberi wasiat wajibah.
Persoalan ini berfokus pada Putusan Mahkamah Agung RI yang
menetapkan ahli waris non muslim sebagai penerima wasiat wajibah
serta prespektif hakim Pengadilan Agama Kota Medan dan Binjai
tentang putusan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama
meniliti konsep wasiat, namun perbedaannya yaitu penelitian tersebut
meniliti studi perbandingan putusan sedangkan penulis akan meniliti

kesadaran hukum masyarakat tentang konsep wasiat wajibah.?°

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum empiris atau empirical legal research yaitu
penelitian yang mencari fenomena atau fakta-fakta hukum di dalam
masyarakat,”” sehingga jenis penelitian ini dapat digunakan untuk
meneliti sebuah kesadaran hukum masyarakat khususnya di
Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang konsep
wasiat wajibah.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang tujuannya

untuk memahami dan menjelaskan isu hukum atau gejala sosial

%6 Yefrizawati Yefrizawatildha Aprilyana Sembiring, “Penerapan Wasiat Wajibah dalam
Putusan Hakim Pengadilan Agama (studi di Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama
Binjai)”, Jurnal Hukum (Indonesia: perpustakaan Universitas Sumatra Utara, 2022), 42.

27 Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai
instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33.
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yang terjadi di lingkungan masyarakat,”® adapun penulis
menggunakan pendekatan ini dalam penelitiannya karena tujuannya
untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau fakta hukum pada
kesadaran hukum tentang konsep wasiat wajibah.
3. Sumber Data
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang didapat secara langsung di
lapangan berdasarkan dari sumber informan.?” Dalam penelitian
ini data yang akan diambil melalui: hasil wawancara, observasi,
dan data sampel masyarakat Kabupaten Pekalongan yang telah

mengalami praktik wasiat wajibah.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang
didapatkan peneliti secara tidak sengaja melalui referensi-
referensi dari literasi yang ada,* dan hasil data yang ditemukan
hanya sebatas pelengkap.’' Data sekunder dalam penelitian ini
berupa: data dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber yang
lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang akan

diteliti.

28 Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi
Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." Bertuah
Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam 4.1 (2023): 48-60.

YSyafnidawaty, Data Primer, Universitas Raharja, 08 November 2020, 54.
https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/.

30 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, Metodologi penelitian bisnis untuk akuntasi &
manajemen (Yogyakarta: BPFE, 2013), 54.

3 Syafnidawaty, Data Sekunder, Universitas Raharja, 08 November 2020, 64.
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c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan pustaka yang bertujuan untuk
membuat daftar, meringkas, mengemas ulang gagasan ataupun
informasi lainnya. Sumber data tersier meliputi semua yang
menjadi sumber data dalam penelitian selain dari pada sumber
data primer dan sekunder seperti; wikipedia, direktori, absen,

daftar indeks dan lain-lain.*

4. Penentuan Kriteria dalam Informan

Metode Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan
jenis Non probability sampling dengan teknik Purposive sampling.
Menurut Sugiyono Non probability sampling merupakan teknik
pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan
yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilihsebagai
sampel.>? Sedangkan teknik Purposive sampling menurut Sugiyono
adalah pengambilan sampel dengan menggunakan
beberapapertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang
diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut: 1. Merupakan
warga Kecamatan Kedungwuni, 2. Sudah terjadi pembagian waris 3.

Sebagai ahli waris yang ada pemberian wasiat wajibah.

32 Ahmad, Ahmad, et al. Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum. (Indonesia:
PT. Sonpedia Publishing, 2024), 7-8.
33 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Cet. 1 (Bandung : Alfabeta, 2018), 55.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif mempunyai beberapa teknik pengumpulan
data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.** Di bawah
ini adalah macam-macam teknik pengumpulan data secara kualitatif:

a. Wawancara
Teknik yang digunakan dalam wawancara menggunakan
instrumen pedoman wawancara atau list pertanyaan yang sudah
dibuat ataupun disiapkan untuk mengumpulkan data saat
wawanacara dilakukan.>> Dalam berwawancara terdapat proses
interaksi antara pewawancara dengan respoden. Wawancara
secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak
terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur
sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif,
wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended
interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara
terstruktur sering juga disebut wawancara baku (standardized
interview) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan
sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah

disediakan.

b. Observasi
Teknik pengumpulan data dalam observasi, menggunakan

istrumen pedoman observasi yang berfokus dalam hal

3% Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif,
metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." Jurnal
Pendidikan Tambusai 7.1 (2023): 2896-2910.

% Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002), 132
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mencermati atau menilai fakta-fakta terhadap suatu lokasi,*
dalam penelitian ini fokus observasinya di Kabupaten
Pekalongan.
c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dalam dokumentasi dapat
menggunakan hal-hal atau bukti-bukti pendukung dalam
pengumpulan data wanwacara dan observasi dilakukan dengan
mengumpulkan  data sampel masyarakat Kabupaten
Pekalongan tentang wasiat wajibah, selanjutnya diolah penulis
melalui dokumen yang berisi: karya ilmiah, jurnal dan juga
peraturan perundang-undangan.’’
5. Teknik Analisis Data
Metode penelitian yang berdasarkan pengolahan data yang
sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk
menerangkan penelitian yang telah dikumpulkan tanpa adanya
manipulasi data variabel dengan cara teknik wawancara
langsung.’*Berikutnya penelitian ini akan diolah lagi menggunakan
Miles and Huberman yang terdiri dari 3 langkah yaitu:’
a. Reduksi data, dengan cara memilih dan menyeleksi data yang

masuk dari hasil wawacara, observasi dan dokumentasi.

3 Prabandari, Yayi Suryo, Penelitian Observasional, Modul Penelitian, (Yogyakarta:
Universitas Gadjahmada, 2010), 45.

37 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
CV, 2017), 77.

38 Hanyfah, Siti, Gilang Ryan Fernandes, and Iwan Budiarso. "Penerapan metode
kualitatif deskriptif untuk aplikasi pengolahan data pelanggan pada car wash." Semnas Ristek
(Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi). Vol. 6. No. 1. 2022, 65.

39 Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

1992), 16.



21

b. Penyajian data, dengan cara meyusun data dalam bentuk visual
agar mudah dipahami.
c. Menarik kesimpulan, dengan cara meverifikasi data berdasarkan

bukti yang telah ditemukan dalam sebuah penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menyajikan seluruh hasil dari
pengolahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti akan membuat
bentuk dan gambaran secara terstruktur pada setiap poin pokok
pemabahasan yang dituangkan pada skripsi ini, maka penulis telah
membuat menjadi 5 bab pembahasan. Kemudian dari tiap-tiap bab
tersebut berisi dari beberapa sub pembahasan. Jadi, sususan bab agar
menjadi runtun dan rapi maka penulis telah menyusunnya secara
sistematis, berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari 9 sub bab yaitu:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang kesadaran hukum masyarakat
dan wasiat wajibah, pada bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu:
kesadaran hukum dan wasiat wajibah.

Bab III Hasil penelitian, pada bab ini terdiri dari 4 sub bab
yaitu: gambaran demografi Kabupaten Pekalongan, profil informan
penerima wasiat wajibah, praktik pemberian wasiat wajibah,

kesadaran hukum dalam pemberian wasiat wajibah.

Bab IV Analisis kesadaran hukum masyarakat kabupaten

pekalongan tentang wasiat wajibah, bab ini terdiri dari dua sub bab
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yaitu: tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian wasiat
wajibah di Kecamatan Kedungwuni dan faktor yang mempengaruhi
tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pemberian wasiat
wajibah di Kecamatan Kedungwuni.

Bab V Penutup, dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan dan

saran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum di kalangan ahli waris dalam pemberian
wasiat wajibah masih tergolong rendah. Hal ini dapat diketahui dari
tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka
yang belum memenuhi standar yang diharapkan. Rendahnya
kesadaran hukum ini dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik
terhadap hubungan sosial, keutuhan keluarga, maupun terhadap

efektivitas penegakan hukum di lingkungan masyarakat.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum
masyarakat adalah lingkungan sosial yang tidak mendukung
pemahaman dan penerapan hukum dapat menjadi penyebab utama.
Ada juga faktor kebudayaan dan keagamaan, dengan adanya
pengaruh budaya dan keagamaan dapat merubah tatanan hukum yang
tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri.
kemudian pendidikan, kurangnya pengetahuan mengenai hukum dan
regulasi yang berlaku membuat mereka tidak menyadari hak dan
kewajiban mereka. Kemudian kondisi ekonomi yang sulit seringkali
membuat para informan lebih tidak adil dalam urusan pembagian
wasiat wajibah karena ada kebutuhan hidup ataupun ada kebutuhan
gaya hidup yang harus ditingkatkan. Kemudian tekanan sosial dari

masyarakat sekitar juga termasuk faktor yang menyebabkan
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rendahnya kesadaran hukum, di mana norma-norma yang ada dalam

komunitas bisa berbeda dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih paham betul apa pentingnya wasiat wajibah
baik bagi para ahli waris maupun yang menerima wasiat wajibah.
Para ahli waris seharusnya berperilaku adil dalam membagi harta
peninggalan pewaris, semua yang menjadi syarat maupun tanggungan
pewaris dalam membagi harta peninggalan harus terpenuhi dahulu
seperti halnya wasiat wajibah, semua yang menjadi kewajiban
pewaris harus dipastikan semuanya sudah terpenuhi agar pelaksaan
pembagian waris bisa berjalan sesuai prosedur hukum. Agar tidak
menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan pihak-pihak
lainnya terutama bagi penerima wasiat wajibah itu sendiri. Bagi
penerima wasiat wajibah harus lebih cermat dalam mengambil
tindakan untuk mencapai hak dan kewajibannya, maka dengan hal ini
setidaknya bisa mencegah dari terjadinya fenomena hukum itu
sendiri. Contoh fenomenanya yang terjadi seperti, ada anak angkat
yang tidak mendapatkan hak wasiat wajibah, lebih memilih untuk
mengalah dengan alasan demi menghindari konflik antar keluarga
pewaris ataupun tidak ada kekuatan untuk menuntut haknya, karena

keterbatasan pengetahuan dan pemahaman hukum yang rendah.

2. Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum, pentingnya
menambah wawasan dan pengetahuan yang mendalam melalui
berbagai bidang maupun media seperti, membaca buku tentang
seputar hukum ataupun membaca melalui sosial media dalam bentuk

jurnal maupun atikel yang tersedia. sehingga dari hal-hal di atas dapat
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menunjang pengetahuan masyarakat ke arah yang lebih baik, agar
kedepannya dapat mengurangi ataupun meminimalisir terjadinya
fenomena-fenomena hukum di lingkungan masyarakat khususnya di

Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
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